
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
 

KOMISI I DPR RI 
 

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN  INTELIJEN  
NEGARA, DEWAN KETAHANAN  NASIONAL, LEMBAGA  KETAHANAN  NASIONAL, 
BADAN   KEAMANAN   LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN 
PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR 
FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN) 

 
Rapat ke :  30 (tiga puluh) 
Tahun Sidang : 2018-2019 
Masa Persidangan :  V 
Jenis Rapat   :  Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan 

Informatika (Menkominfo) RI  
Hari, Tanggal   :  Senin, 22 Juli 2019 
Pukul :  14.00 WIB 
Sifat Rapat :  Terbuka  
Pimpinan Rapat :   Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI 
Sekretaris Rapat :   Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1       
                       Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 
Acara : 1. Tindaklanjut hasil keputusan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan 

Menkominfo RI, 18 Juni 2019 terkait dengan program 4000 (Base 
Transceiver Station) BTS dan program Satelit Satria di Indonesia; 

  2. Tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI 
dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkominfo RI terkait 
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan T.A. 2018 

Hadir : 1. ....  orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI 
2. Menkominfo, Rudiantara, beserta jajaran 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat 
membuka Rapat pada pukul 15.07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
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2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 
dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua 
Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. 
 
 

II. KESIMPULAN   
 

1. Komisi I DPR RI telah mendengar penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan kinerja dan penyerapan 
anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun Anggaran 
2018. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja 
anggaran Kemkominfo dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 94,82%. 
Selanjutnya Komisi I DPR RI meminta kepada Kemkominfo untuk mempertahankan 
dan meningkatkan capaian realisasi anggaran tersebut pada tahun berikutnya. 

 
2. Komisi I DPR RI mengapresiasi atas capaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas 

Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun Anggaran 2018 atas capaian opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo agar 
dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai tersebut. 

 
3. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo agar dalam penggunaan anggaran mampu 

memberikan manfaat kepada stakeholder terkait, melalui program kerja yang tepat 
sasaran dan tepat guna, serta senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, 
efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 

 
4. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut:  

a. Mengoptimalkan peran sebagai Government Public Relations (GPR); 
b. Mendukung keberadaan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta dari sisi 

anggaran, peralatan, dan pemberian beasiswa;  
c. Mengoptimalkan fungsi pengawasan konten negatif di situs online; 
d. Memastikan kebijakan program umroh digital tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.    
 

5. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo agar program 4000 BTS dapat terealisasi 
dengan baik menuju target Indonesia Merdeka Sinyal 2020 dengan dukungan 
anggaran dari dana Universal Service Obligation (USO). 
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6. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk menetapkan model bisnis yang paling 
tepat dan efisien terkait penyelenggaraan program USO dengan mempertimbangkan 
sustainabilitas program, serta dukungan dana secara multiyears sehingga tersedia 
layanan yang terus berkelanjutan.  

 
7. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo agar program penyediaan Satelit Satria, 

didukung dengan sumber pendanaan yang tepat, baik dari dana USO maupun dana 
Rupiah Murni dari APBN. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI akan 
menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menkominfo, Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan. 

 
 

III. PENUTUP 
 
 Rapat ditutup pukul 18.32 WIB. 
 

 
Jakarta, 22 Juli 2019 

KETUA RAPAT, 
 
 
 
 

ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P. 
A-340 


